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ABSTRAK 

Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan logistik regional 

menghadapi permasalahan serius akibat operasional truk bermuatan berat yang 
melampaui kapasitas infrastruktur jalan dan mengancam keselamatan publik. 

Sebagai respons, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2021 yang membatasi jam operasional truk bertonase tiga ton atau 

lebih, yakni hanya diizinkan beroperasi pada pukul 00.00 hingga 05.00 WIB. 

Namun demikian, pelanggaran di lapangan masih kerap ditemukan, sehingga 

menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas implementasinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan 

Berat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 

dokumentasi terhadap narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan, 

pengemudi truk, dan warga terdampak. Analisis data dilakukan menggunakan 

model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam 

variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementor, serta kondisi 

sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Dari enam variabel yang dianalisis, 

hanya variabel karakteristik badan pelaksana yang mencapai tingkat optimalitas 

penuh, sementara lima variabel lainnya masih menghadapi berbagai hambatan, 

meliputi keterbatasan personel dan infrastruktur pendukung, sosialisasi yang 

belum merata, komunikasi sepihak dengan komunitas pengemudi, disposisi 

ambivalen dari pelaku usaha, serta resistensi ekonomi dan tekanan politik yang 

melemahkan konsistensi penegakan kebijakan. 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Truk Bermuatan Berat,  

                       Van Meter dan Van Horn, Dinas Perhubungan Kota Medan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan 

pusat aktivitas ekonomi dan transportasi regional yang menghadapi kompleksitas 

pengelolaan lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Pertumbuhan sektor industri, 

perdagangan, dan logistik telah mendorong peningkatan volume truk angkutan 

barang, yang sering kali melampaui kapasitas infrastruktur jalan dan mengancam 

keamanan serta keselamatan publik.  

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam 

menunjang pembangunan  dan  keterpaduan  nasional  sebagai  bagian  dari  

upaya  memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan 

jalan sebagai bagian dari sistem  transportasi  nasional  harus  dikembangkan  

potensinya  dengan  perannya menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

lalu lintas (Arham dkk, 2025, hal.1-15). Agar jalan tetap dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang di jalan, 

maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunannya, khususnya 

terhadap kendaraan muatan bertonase berat.  

Di Kota Medan truk pengangkut barang industri, logistik, pertanian, 

dll  sering melintasi jalan utama di jam-jam sibuk. Hal ini sangat merugikan bagi 

pengguna jalan publik, khususnya masyarakat. Truk bertonase lebih dari 3 ton 
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yang beroperasi di jam sibuk pengguna jalan memiliki potensi bahaya 

tinggi seperti rem blong, blind spot, dll yang mengakibatkan resiko kecelakaan 

yang melibatkan kendaraan kecil atau pejalan kaki. Juga pada pagi hingga siang 

hari arus kendaraan di Kota Medan sangat padat yang mayoritas adalah kendaraan 

kecil seperti sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan truk bermuatan besar 

cenderung bergerak lambat dan menempati banyak ruang jalan, sehingga 

menimbulkan kemacetan di ruas utama jalan. Seperti di Jalan Karya Jaya dan jalur 

penghubung ekonomi lainnya pada siang hingga malam hari, mengabaikan 

ketentuan regulasi. Hal ini diperburuk oleh muatan berlebih yang mempercepat 

kerusakan perkerasan jalan.   

Hal ini juga didukung dengan beberapa peneltian, salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhana Zein dan Franchitika yang berjudul 

“Evaluasi Beban Berlebih Kendaraan Terhadap Kerusakan Pada Perkerasan Rigid 

Pavement Di Jalan Karya Jaya Medan Johor", di mana truk semi-trailer dengan 

Vehicle Damage Factor (VDF) mencapai 63,382 dan Equivalent Single Axle 

Load (ESAL) hingga 570,438 berkontribusi signifikan terhadap degradasi 

infrastruktur. Selain itu, terdapat penelitian lain terkait permasalahan truk 

bermuatan berat , dimana pelanggaran ini meningkatkan risiko kecelakaan fatal. 

Penelitian ini dilakukan oleh Arham dkk (2025, hal.1-15) dalam “Penegakan 

Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan 

Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, yang menyoroti bahwa truk 

overload di jalur lintas sering menyebabkan kecelakaan karena dimensi kendaraan 

yang besar dan kurangnya pengawasan. 
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Di tingkat lokal, pengawasan yang lemah, seperti keterbatasan pos 

pengawasan dan koordinasi antarinstansi, memperparah masalah, sebagaimana 

analisis dalam “Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum 

Kota Pekanbaru” oleh  Daitia (2018, hal.1-18), yang menunjukkan bahwa sanksi 

yang belum tegas dan sarana prasarana yang tidak memadai menjadi penyebab 

utama pelanggaran. Keadaan ini mencerminkan kegagalan implementasi regulasi.  

Kasus serupa juga terjadi di sepanjang jalan Kl Yos Sudarso sebagai 

akses jalan menuju Pelabuhan Belawan dan Kawasan Industri Medan (KIM), 

dimana truk-truk bermuatan berat sering kali melintas diluar jam operasional yang 

seharusnya. Truk-truk ini dapat berupa truk kontainer, truk colt diesel double 

(CDD) bahkan truk tronton yang membawa muatan berat. Hingga sering kali 

menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas karna truk dengan beban muatan 

berat cenderung bergerak lambat dan memakan separuh ruas jalan karna bobotnya 

yang besar.  

Kasus lain seperti truk kontainer yang sering kali mengalami rem 

blong sehingga menabrak ke arah rumah warga dan juga trotoar jalan. Hal ini 

menyebabkan kerugian pribadi dan rusaknya fasilitas publik juga menimbulkan 

ketidaknyamanan serta mengganggu keselamatan pengguna jalan. Truk besar 

dengan muatan berat cenderung mengalami blind spot dimana tidak terlihatnya 

area sekitar oleh pengemudi, baik melalui pandangan langsung maupun kaca 

spion. Hal ini sangat berbahaya bagi pengendara lain khusunya sepeda motor yang 

melintas di sekitar truk tersebut.  
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Sebagai respon terhadap permasalahan sistemik tersebut, Pemerintah 

Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat di Kota Medan. Yang terdapat 

pada pasal 9 huruf l yang berisi “Mengoperasikan truk dengan tonase 3 ton atau 

lebih dalam daerah, kecuali pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB”. 

Inti dari peraturan ini adalah membatasi waktu operasional truk bermuatan berat, 

khususnya pada jam-jam sibuk (jam kerja), untuk mengurangi dampak negatifnya. 

Secara teoritis, kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan arus truk ke jam-

jam yang lebih sepi, mengurangi kemacetan, dan meminimalisir interaksi antara 

kendaraan berat dengan kendaraan ringan serta pejalan kaki. 

Namun sebuah fenomena menarik dan patut untuk dikaji lebih dalam 

justru muncul pasca pengesahan peraturan tersebut. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah 

berlaku, masih banyak ditemui truk-truk bermuatan berat yang tetap beroperasi 

dan melintas di jalan-jalan Kota Medan pada jam kerja. Pelanggaran ini terlihat 

jelas di sepanjang ruas jalan strategis seperti jalan akses menuju Pelabuhan 

Belawan dan Kawasan Industri Medan. Realitas ini menimbulkan kesenjangan 

(gap) yang lebar antara harapan hukum (das sollen) dan kenyataan yang terjadi 

(das sein). 

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti dan laporan masyarakat 

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku 

pelaksana kebijakan masih lemah juga Satpol PP dan Kepolisian selaku pengawas 

lapangan masih kurang efektif, minimnya fasilitas seperti kantong parkir untuk 
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truk yang menunggu jam operasional hingga kurangnya kesadaran hukum dari 

para pengusaha dan sopir truk serta tidak adanya tindakan hukum yang tegas 

terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan 

sekadar soal regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas institusi dan budaya 

hukum masyarakat (Kamilah dkk, 2025, hal.1913). 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna 

mengidentifikasi akar permasalahan dan menganalisis faktor-faktor penghambat 

yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat di Kota Medan tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang bersifat aplikatif bagi Pemerintah Kota Medan dalam 

mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ini, sehingga tujuan awal 

diterbitkannya peraturan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, dan 

keselamatan lalu lintas dapat tercapai. 

1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : Bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Operasional Truk 

Bermuatan Berat Di Kota Medan? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :  

1.3.1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat Di Kota Medan. 

1.3.2. Untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2021 terhadap keselamatan pengguna jalan di Kota Medan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.1.1. Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2021 Tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat Di 

Kota Medan serta peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian  dengan 

tema yang sama. 

1.1.2. Aspek praktis, penelitian ini diinginkan dapat memberi saran atau 

sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Operasional 

Truk Bermuatan Berat Di Kota Medan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II URAIAN TEORITIS 

Pada bagian ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penelitian yang berisi 

tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan dan pengaturan operasional truk 

bermuatan berat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini berisikan jenis penilitian, kerangka konsep, defenisi konsep, 

kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAM DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

menguraikan penyajian data dan analisis hasil wawancara dengan narasumber. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 
 

2.1.Kebijakan dan Kebijakan Publik 

 

2.1.1. Kebijakan 

 

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari bahasa Indonesia, 

yang berakar pada kata "bijak" (dari bahasa Sanskerta "buddhi" atau "bijaksana"), 

yang berarti keputusan atau tindakan yang didasarkan pada penilaian rasional dan 

moral untuk mencapai hasil yang baik. Kata "publik" berasal dari bahasa Latin 

"publicus", yang secara harfiah berarti "milik umum" atau "berkaitan dengan 

negara/rakyat", merujuk pada hal-hal yang bersifat kolektif dan bukan pribadi. 

Terminologi kebijakan juga didefinisikan oleh Anderson dalam As’adi 

dkk (2024, hal.181-190) sebagai segala hal bertujuan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh   seorang   aktor   atau   sekumpulan   aktor   dalam menghadapi 

suatu permasalahan yang menjadi perhatiannya. Pentingnya kebijakan publik 

dalam sistem pemerintahan  adalah  untuk  menjawab  tantangan  dan kebutuhan   

yang   muncul   dalam   masyarakat.    

Dikutip dari Rizky dan Mahardika (2023, hal.1275), terdapat variabel 

isi dalam sebuah kebijakan yang mencakup: (1) sejauh mana kepentingan 

kelompok sasaran (target groups) termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat 

yang diterima oleh target groups; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari 

sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah 

sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) 
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apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan 

variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang 

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

2.1.2. Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik muncul dalam konteks modern pada abad ke-20, 

terutama dalam literatur administrasi publik Barat, di mana istilah "public policy" 

digunakan untuk menggambarkan intervensi negara dalam urusan masyarakat. 

Etimologi ini menekankan aspek normatif dan instrumental, di mana kebijakan 

publik dipandang sebagai mekanisme untuk mengelola kepentingan bersama 

melalui keputusan yang bijaksana, sering kali melibatkan otoritas pemerintah. 

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala 

sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang 

membuat sebuah kehidupan besama tampil berbeda. Dimana pemerintah 

memegang peran sangat penting dalam seluruh proses kebijakan publik, dari 

perumusan, implementasi hingga outcomes-nya. 

Kemudian kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai keputusan 

strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. 

Menurut Indra Kristian, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang 

saling berhubungan yang diambil oleh aktor atau kelompok aktor politik terkait 

pemilihan sasaran dan cara pencapaiannya dalam konteks tertentu. Indra Kristian 



10 

 

 
 

menekankan pentingnya proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dan konteks spesifik (Permana dkk, 2024, hal.453-457). 

Pendapat lain dari Carl Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - 

kesulitan) dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud. Friedrich menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki  maksud  dan  tujuan yang merupakan bagian penting  dari  

definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 

sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa 

kegiatan pada suatu masalah (Rantung, 2024, hal.1-109). 

Sedangkan Thomas A. Birkland dalam Suaib dkk (2022), menyatakan 

bahwa tidak ada definisi tunggal dari istilah kebijakan publik. Akan tetapi, 

terdapat atribut utama kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan dibentuk sebagai sebuah respon terhadap suatu masalah yang 

memerlukan perhatian. 

b. Kebijakan dibuat atas nama “publik”. 

c. Kebijakan berorientasi pada tujuan atau keadaan yang diinginkan, yakni 

berupa solusi dari suatu masalah. 

d. Kebijakan pada akhirnya dibuat oleh pemerintah, meskipun ide-ide tersebut 

datang dari luar pemerintah atau melalui interaksi aktor pemerintah dan non-

pemerintah. 
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e. Kebijakan diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh organ pemerintahan 

dan swasta yang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap masalah, solusi, 

dan motivasi mereka sendiri. 

f. Kebijakan adalah setiap segala sesuatu yang ingin atau tidak ingin dilakukan 

oleh pemerintah. 

Betapapun baik dan hebatnnya sebuah kebijakan publik dirumuskan, 

jika tidak diimplementasikan maka kebijakan publik itu tidak lebih dari sekadar 

kertas. Hanya ketika kebijakan itu diimplementasikan maka akan ada hasil (output 

dan outcomes) yang dirasakan, didapatkan, dinikmati oleh masyarakat atau  

sasaran kebijakan itu. 

Berdasarkan definisi kebijakan publik yang dijelaskan oleh para ahli 

diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan dan keputusan saling terkait yang diusulkan atau diambil oleh 

pemerintah, aktor politik, atau kelompok terkait untuk mengatasi hambatan 

dengan memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan dengan proses 

pembuatan keputusan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam.  

Dimana hal ini menekankan peran krusial pemerintah dalam 

perumusan, implementasi, dan outcomes, sebagai respons terhadap masalah 

publik yang berorientasi pada solusi, dan melibatkan interpretasi serta eksekusi 

oleh organ pemerintah dan swasta dengan perspektif berbeda, mencakup apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 
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2.2.Implementasi dan Implementasi Kebijakan 

 

2.2.1. Implementasi 

 

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau 

pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata 

implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya 

mengimplementasikan. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan 

suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu 

pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. 

Van Meter dan Van Horn dalam Hidayat dan Bahrudin (2023, hal.1-7) 

implementasi merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu – 

individu / pejabat-pejabat atau kelompok - kelompok pemerintahan atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Sehingga implementasi ialah perwujudan dari adanya 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah. 

Implementasi dalam dilihat dari tiga sudut pandang, diantaranya : 

a. Perhatian utama dalam pembuatan kebijakan yang berfokus pada sejauh mana 

kebijakan tersebut telah tercapai serta apa saja yang menyebabkan 

keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya. 

b. Sudut pandang implementor berfokus pada instansi yang bertindak dilapangan 

demi keberhasilan kebijakan tersebut. 
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c. Sudut pandang target groups yang berfokus pada apakah implementasi 

kebijakan tersebut dapat mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan dampak 

positif tersebut dapat bertahan dengan jangka waktu yang panjang demi 

meningkatkan mutu kehidupan (Rahmatillah, 2021, hal.1-110). 

Pendapat lain dari Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, 

implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses pelaksanaannya (Maunde dkk, 

2021, hal.20-27). 

2.2.2. Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam keseluruhan 

proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada 

dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan 

itu. 

Kemudian Merilee  S. Grindle dalam Siregar (2022, hal.713-722), 

menyatakan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 

dua hal:  
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a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan   apakah   pelaksanaan   

kebijakan   sesuai   dengan   yang dirancang dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dari dua 

faktor, yaitu: 

1) Impact atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 

2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi. 

Grindle dalam Sari dkk (2025, hal.290-299) menyampaikan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu  

substansi  kebijakan  (content  of  policy)  dan  konteks  implementasi  (context  of 

implementation).  Melalui  kerangka  ini,  peneliti  dapat  menilai  sejauh  mana  

isi  kebijakan pengaturan operasional truk bertonase 3 ton telah  menjangkau  

sasaran,  memberikan manfaat  nyata,  serta  beradaptasi  dengan  konteks sosial 

dan birokratis di tingkat lokal. 

Dijelaskan lebih lanjut tentang content  of  policy  dan context  of  

implementation    yang  terkait  dengan  formulasi  kebijakan, yaitu: 

a. Isi kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi proses implementasi 

adalah: 

1) Kepentingan -kepentingan yang mempengaruhi (interests affected) 

 Hal ini    berkaitan    denganberbagai    kepentingan    yang    mempengaruhi 

implementasi  kebijakan.  Dasar  pemikirannya    adalah  bahwa  suatu  
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kebijakan dalam  pelaksanaannya  pasti  akan  berkaitan  dengan  banyak  

kepentingan. 

2) Tipe manfaat (type of benefits) 

Suatu   kebijakan   harus   ada   beberapa   jenis   manfaat   yang   

menunjukkan dampak  positif  yang  dihasilkan  oleh  pengimplementasian  

kebijakan  yang hendak dilaksanakan.Manfaat yang dirasakan itu dapat 

terbagi maupun tidak terbagi, dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  

panjang. 

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (extent of change envisioned) 

Maksudnya  seberapa  besar  perubahan  yang  hendak  dicapai  melalui  suatu 

implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya. 

4) Letak pengambilan keputusan (site of decision making) 

Pengambilan   keputusan   dalam   suatu kebijakan   berperanpenting   dalam 

pelaksanaan   kebijakan.Dengan   demikian   harus   dijelaskan   dimana   

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakanyang akan 

diimplementasikan. 

5) Pelaksana program (program implementors)  

Harus  sudah  terdata  dan  terpapar  pelaksana  kebijakanyang  kompeten  

dan kapabel  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan.  Dalam  implementasi  

kebijakan publik,    organisasi    (birokrasi)    publik yang    berperan    

dominan    sebagai implementor,   kinerjanya   secara   internal   akan   

ditentukan   oleh   kapasitas organisasi yang dimilikinya. 
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6) Sumber daya yang digunakan (resources committed) 

Pelaksana    kebijakan    harus    didukung    oleh    sumber-sumber    daya    

yang memadai  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sumber  

daya (resource)  berkaitan  dengan  aset  yang  perlu  dimiliki  organisasi,  

baik aset dalam    bentuk    bahan    dasar    (raw    material) yang        

digunakan    untuk menghasilkan  barang  atau  jasa,  maupun  aset  yang  

berupa  orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan  kemampuan  

fungsional. 

b. Lingkungan Implementasi (context of implemention), meliputi: 

1) Kekuasaan,   kepentingan,   dan   strategi   dari   aktor   yang   terlibat   

(power, interests, and strategies of actors involved) 

Dalam  suatu  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan  kekuatan  dan  

kekuasaan, kepentingan   dan   strategi   yang   digunakan   oleh   aktor   yang 

terlibat   guna memperlancar   jalannya   pelaksanaan   suatu   kebijakan.Jika   

hal   ini   tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan 

sesuairencana. 

2) Karakteristik   institusi   dan   regim   yang   berkuasa   (institution   and   

regim characteristics) 

Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  diimplementasikan  juga  berpengaruh 

terhadap  keberhasilannya.  Karenanya  perlu  dikenali  karakteristik  lembaga 

dan  rezim  yang  berkuasa  yang  akan  turut mempengaruhi  pelaksanaan  

suatu kebijakan. 
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3) Tingkat   kepatuhan   dan   adanya   respon   daripelaksana   (compliance   and 

responsiveness) 

Maksudnya,   sejauh   mana   kepatuhan   dan   respon   para pelaksana dalam 

menanggapi kebijakan yang diimplementasikan.Setelah   pelaksanaan   

kebijakan   yang   dipengaruhi   oleh   isi   dan   konteks kebijakan  

diterapkan,  maka  akan   dapat  diketahui  apakah  para  pelaksana kebijakan   

dalam   membuat   sebuah   kebijakan   sesuai   dengan   apa   yang 

diharapkan, juga dapat diketahui apakah  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  

lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan  terjadi. 

   Peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Akbar 

dkk (2025, hal.1-11) untuk menganalisis permasalahan yang terjadi terhadap 

implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori ini karena pada teori Van 

Meter dan Van Horn ini menekankan enam variable penting dalam impelementasi 

kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur  penentu  keberhasilan maupun kendala  

dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan operasional truk bermuatan berat di jalan 

publik. Adapun enam variable tersebut, yaitu: 

a. Standar  dan  Sasaran  Kebijakan 

Standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas,  sehingga  dapat  direalisir.  

Bila  standar dan  sasaran  kebijakan  kabur,  maka  akan  terjadi  multi- 

interprestasi  dan  mudah menimbulkan konflik diantara para agen 

implementasi. 
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b. Sumber  Daya 

Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumber  daya  baik  sumber  

daya  manusia   maupun non manusia. Sumber daya merupakan faktor 

esensial dalam implementasi kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh 

Van Meter dan Van Horn, yang mencakup aspek sumber daya manusia, 

pendanaan, fasilitas kerja, serta sarana dan prasarana. 

c. Karakteristik  Badan Pelaksana 

Karakteristik    badan  pelaksana    tidak    bisa  lepas    dari    struktur    

birokrasi    yang  diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan 

polahubunganyang terjadi dalam   birokrasi      yang      

mempunyaihubungan   potensial   maupun   nyata denganapa  yang  mereka  

miliki  dengan  menjalankan  kebijakan.  Beberapa  unsur yang   

berpengaruh   terhadap   organisasi dalam   mengimplementasikan   

kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, 

vitalitas suatu organisasi,  kaitan  formal  dan  informal suatu  badan  

dengan  badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. 

d. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan 

Dalam   banyak   program,   implementasi      sebuah   program   perlu   

dukungan   dan koordinasi  dengan  instansi  lain. Untuk  itu    diperlukan 

koordinasi  dan  kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

e. Disposisi Implementor 

Mencakup tiga hal penting, yaitu: respons implementor terhadap kebijakan 

yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 
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kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi 

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor. 

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Variabel  ini  mencakup  sumber  daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat  

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan  memberi  dukungan  bagi implementasi    

kebijakan,  karakteristik    para  partisipan    yakni  mendukung  atau  

menolak,  bagaimanasifat    opini  publik yang  ada di lingkungan dan 

apakah  elit  politik  mendukung  implementasi  kebijakan. 

Dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat 

didefinisikan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor 

individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mewujudkan tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan tersebut. Proses ini melibatkan identifikasi masalah yang ingin diatasi, 

penetapan sasaran dan tujuan yang jelas, serta struktur mekanisme pelaksanaan 

melalui instrumen seperti undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan 

peradilan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu 

substansi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of 

implementation), yang mencakup faktor-faktor struktural, lingkungan, dan sumber 

daya yang memfasilitasi atau menghambat proses tersebut.  
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2.3.Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat 

 

Pengaturan operasional truk bermuatan berat merujuk pada 

seperangkat aturan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk mengelola 

aktivitas harian truk di jalan raya, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan, keselamatan, dan efisiensi lalu lintas. Konsep ini mencakup 

pengendalian waktu operasi, rute perjalanan, batasan muatan, serta integrasi 

dengan infrastruktur perkotaan, yang diatur melalui peraturan daerah.  

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, 

diharapkan dapat mengatasi masalah lalu lintas yang kompleks, seperti kemacetan 

dan keselamatan pengguna jalan, yang diperburuk oleh truk bermuatan berat. 

Namun implementasinya memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan 

stakeholder seperti pemerintah, operator truk, dan masyarakat, untuk menghindari 

resistensi yang dapat mengurangi efektivitas regulasi.  

Truk bermuatan berat ialah angkutan barang yang dipakai untuk 

mengangkut hasil industri, seperti produk dari sektor pertambangan, perkebunan, 

serta pertanian, sering kali menggunakan truk sebagai sarana transportasi. Truk 

merupakan jenis kendaraan berat yang termasuk dalam kategori alat berat. 

Kendaraan ini dirancang dengan spesifikasi khusus untuk dipakai di jalan raya 

serta mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien (Febrian, 

2024, hal.1-68). 
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Truk bermuatan berat memiliki berbagai jenis, yaitu: 

a. Truk tronton 

Truk yang termasuk golongan besar ini mampu mengangkut barang 

hingga kapasitas 30 CBM. Dengan kapasitas yang besar ini, truk tronton 

sering digunakan untuk melakukan ekspedisi barang jalur darat. Selain itu, 

harga truk tronton dinilai cukup murah. Truk ini memiliki 10 ban, mulai dari 

2 ban bagian depan dan 8 ban bagian belakang. 

b. Truk kontainer 

Truk pengangkut kontainer adalah kendaraan berat yang terdiri dari 

bagian depan (kepala truk atau tractor head) dan bagian belakang berupa sasis 

panjang (trailer) untuk menampung kontainer, dimana memiliki daya angkut 

yang sangat besar, yaitu pada berat maksimal 60 ton. Biasanya dipakai untuk 

mengangkut peti kemas. Truk kontainer ini memungkinkan perpindahan 

barang yang efisien antar moda transportasi, seperti kapal, kereta, dan truk 

tanpa memindahkan isi kontainer. 

c. Truk colt diesel double (CDD) 

Colt diesel double (CDD) adalah jenis truk yang memiliki enam roda, 

dengan ban ganda (dobel) di bagian belakang, dan mampu mengangkut beban 

hingga sekitar 5-8 ton serta memiliki daya tampung 4,5 m x 2 m x 2 m. Truk 

ini umum digunakan untuk distribusi barang berukuran besar atau berat, 

logistik dan material konstruksi untuk pengiriman jarak jauh karena stabilitas 

dan daya tahannya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman tentang konteks, makna, dan 

kompleksitas dari fenomena yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan penulis 

untuk membahas berbagai aspek dari pengalaman manusia, hubungan sosial, dan 

dinamika budaya dengan cara yang alami dan terlibat (Abdussamad dkk, 2024, 

hal.1-213). 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu metode yang 

digunakan untuk memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok pada 

permasalahan sosial atau kemanusiaan. Ini melibatkan analisis induktif, 

interpretasi, dan struktur yang fleksibel, menekankan makna individu dan 

melaporkan kompleksitas suatu situasi (Shufa dan khusna, 2024, hal.1-49).  

Pendapat lain dari Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang 
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biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen (Mujahidin, 2019, hal.1-228). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan metode 

deskriptif. Melalui metode ini, diharapakan peneliti mendapatkan makna serta 

gambaran tentang peranan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menangani 

pelanggaran pengaturan operasional truk bermuatan berat di Kota Medan. 

3.2.Kerangka Konsep 

 

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pengaturan 

operasional truk bermuatan berat, untuk mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teori Van Meter dan Van Horn  

IMPLEMENTASI 

PERATURAN 

DAERAH NOMOR 10 

TAHUN 2021 

Variabel Impelementasi 

Kebijakan : 

1. Standar dan sasaran 

kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik badan 

pelaksana 

4. Komunikasi antar 

organisasi dan 

kegiatan 

pelaksanaan 

5. Disposisi 

implementor 

6. Kondisi sosial, 

ekonomi dan 

politik 

Penerapan jadwal 

operasional truk 

bermuatan berat sesuai 

dengan pasal 9 huruf L 
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3.3.Defenisi Konsep 

 

Definisi konsep adalah pemahaman terhadap konsep yang digunakan, 

yang memudahkan peneliti dalam menerapkan konsep tersebut di lapangan. 

Berdasarkan pengertian definisi konsep tersebut maka peneliti menggambarkan 

konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan model implementasi Van Meter 

dan Van Horn, antara lain :  

a. Standar dan sasaran kebijakan 

Adanya kejelasan tujuan dan kriteria kebijakan yang harus dapat 

diukur serta direalisasikan. Jika standar dan sasaran kabur, hal ini dapat 

menyebabkan interpretasi beragam di antara pelaksana, sehingga meningkatkan 

risiko konflik dan kegagalan implementasi. 

b. Sumber daya 

Adanya dukungan sumber daya manusia (tenaga terampil) dan non-

manusia (nggaran, teknologi, dan infrastruktur) yang diperlukan untuk 

menjalankan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan 

prasyarat untuk menghindari hambatan operasional. 

c. Karakteristik badan pelaksanaa 

Mengacu pada struktur birokrasi organisasi pelaksana, termasuk 

norma, kompetensi staf, tingkat pengawasan, vitalitas organisasi, serta hubungan 

formal dan informal dengan pembuat keputusan. Unsur-unsur ini memengaruhi 

kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. 
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d. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan 

Menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar instansi untuk 

mendukung program kebijakan. Komunikasi yang baik meminimalkan 

kesalahpahaman dan memastikan integrasi kegiatan, yang krusial bagi 

keberhasilan implementasi lintas-sektor. 

e. Disposisi implementor 

Mencakup respons emosional implementor terhadap kebijakan (kemauan untuk 

melaksanakan), pemahaman kognitif (pengetahuan tentang kebijakan), dan 

intensitas nilai pribadi (preferensi yang memengaruhi komitmen). Disposisi ini 

menentukan motivasi dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. 

f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

Melibatkan faktor eksternal seperti sumber daya ekonomi lingkungan, dukungan 

kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (dukungan atau penolakan), opini 

publik, dan dukungan elite politik. Kondisi ini dapat memperkuat atau 

menghambat implementasi kebijakan melalui dinamika sosial dan politik.  

3.4.Kategorisasi Penelitian 

 

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut (Alvia, 2025, hal.1-82). 

Adapun kategorisasi dari variable penelitian ini adalah : 

a. Adanya standar dan sasaran impelementasi kebijakan yang jelas 

b. Adanya dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia untuk 

impelementasi kebijakan 
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c. Adanya kompetensi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan 

d. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan 

e. Adanya respon, kognisi dan disposisi implementor 

f. Adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang akan 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

3.5.Narasumber 

 

Narasumber adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, 

pengalaman, atau informasi penting mengenai suatu topik dan dapat memberikan 

penjelasan atau data akurat kepada pewawancara atau peneliti, baik melalui 

wawancara, diskusi, atau kegiatan komunikasi publik lainnya, berfungsi sebagai 

sumber utama untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan valid.  

Peneliti melakukan penentuan narasumber dengan teknik purposive 

sampling yaitu memilih informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus 

yang relevan dengan tujuan penelitian agar data yang didapat mendalam dan 

sesuai konteks, seperti memilih orang yang paling tahu tentang topik, punya 

pengalaman spesifik, atau terlibat langsung. Adapun narasumber dalam penelitian 

ini, yaitu : 
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Tabel 3. 1 Identitas Narasumber 

NO. NAMA JABATAN 

1. 
Erlando Purba, 

S.E.,M.M 

KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan 

2. Samsul Bahri Supir Truk Container 

3 Diza Rubiani Warga 

   Sumber : Hasil Penelitian 2026 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

cara melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. 

Menurut Arikunto, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang 

harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke 

tempat yang akan diselidiki (Pratiwi dkk, 2024, hal.1-8).  

b. Wawancara 

Menurut Sugiyono, wawancara adalah percakapan dengan tujuan 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) untuk memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Salsabilla, 2025, hal.1-111). 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini 
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penulis akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan permasalahan pada 

penelitian ini. 

3.7.Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ini 

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan 

pengaturan operasional truk bermuatan berat di Kota Medan. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Penyajian data 

Miles dan Hubaerman mengatakan bahwa dalam penyajian data yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013, hal.1-346).  

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 
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3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam 

mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. 

Adapun tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan 

Kota Medan di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.  

Waktu yang digunakan pada penelitian ini, dilaksanakan sejak tanggal 

diizinkan penelitian. Peneliti melakukan penelitian mulai dari tanggal 29 Januari 

2026 – 9 Februari 2026 yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi 

untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti. 

Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian 

    

Sumber : https://maps.app.goo.gl/tgNfUWwuasqoeMBd6?g_st=ac 

 

 

https://maps.app.goo.gl/tgNfUWwuasqoeMBd6?g_st=ac
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3.9.Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan instansi pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, dan pengawasan 

sektor transportasi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, 

Dinas Perhubungan Kota Medan dipilih sebagai entitas utama yang 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat.  

Peran Dinas Perhubungan meliputi pengendalian operasional truk 

bermuatan berat melalui mekanisme perizinan, pemantauan jalur, penegakan 

sanksi, serta koordinasi dengan stakeholder terkait untuk meminimalkan dampak 

negatif terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas. Analisis terhadap 

objek ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan implementasi 

peraturan tersebut dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kota Medan. 

Adapun visi dari Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu “menjadi 

pusat pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di Kota 

Medan, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan 

berwawasan lingkungan.”  

Misi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu: 

1. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi, yaitu membangun dan memperbaiki 

infrastruktur transportasi secara berkelanjutan untuk mendukung kelancaran 

dan keamanan lalu lintas di seeluruh wilayah kota  
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2. Meningkatkan Kualitas Layanan, yaitu menyediakan pelayanan transportasi 

yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk 

meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna 

3. Mengembangkan Sistem Transportasi, yaitu mengintegrasikan berbagai moda 

transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan 

terhubung, guna mempermudah mobilitas masyarakat 

4. Menerapkan Prinsip Berkelanjutan, yaitu mendorong penggunaan moda 

transportasi ramah lingkungan dan mengimplementasikan kebijakan yang 

mendukung pengurangan emisi karbon serta pelestarian lingkungan 

5. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan, yaitu melakukan sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas serta aturan-

aturan transportasi untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan di jalan 

raya 

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 

Sumber: https://dishub.medan.go.id/ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1.Hasil Penelitian 

 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil 

penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data 

yang diperoleh dari proses tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk 

menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh 

beberapa narasumber seperti Dinas Perhubungan Kota Medan, supir truk dan 

warga terdampak. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 29 Januari 2026 – 9 Februari 2026 di 

Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Peneliti melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi  untuk memperoleh jawaban dari masalah yang 

diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan sistematis dan terarah, yaitu peneliti 

telah mempersiapkan draft wawacara, secara jelas dan sesuai dengan objek yang 

akan diteliti.  

Objek pada penelitian ini ialah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2021 Tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat di Kota Medan 

adalah sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan 

untuk mengatasi masalah ketertiban lalu lintas terkait jam operasional truk 

bertonase tiga ton atau lebih di jalan nasional Kota Medan yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Medan yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan 
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Daerah Nomor 10 Tahun 2021ini. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan, bahwa: 

4.1.1.Standar dan Sasaran Kebijakan 

 

Standar dan sasaran kebijakan adalah variabel yang menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan penerapan jam operasional truk bertonase 

berat di Kota Medan. Dapat dilihat dari tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 10 Tahun 2021 yaitu untuk menjaga ketertiban lalu lintas dimana 

mengurangi kemacetan dan dampak kecelakaan akibat truk bermuatan berat. Serta 

untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan swasta terhadap aturan ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemadu Moda dan 

Teknologi Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M 

pada 9 Februari 2025 pukul 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa: Dinas 

Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan upaya penyebarluasan informasi 

terkait Perda No. 10 Tahun 2021 melalui dua jalur utama. Pertama, sosialisasi 

dilakukan secara langsung di lokasi-lokasi pengangkutan startegis. Khususnya di 

sepanjang jalan Gatot Subroto dan kawasan Amplas. Kedua, sosialisasi juga 

dijalankan melalui media sosial, terutama platform Instagram Dinas Perhubungan 

Kota Medan (@dishub_medan) dengan jumlah pengikut sebanyak 38,3 Ribu. 

Selaras dengan hasil wawancara beliau bahwa: 

” Pernah mensosialisasikan perda ini. Secara langsung 

di pengangkutan-pengangkutan seperti di sepanjang 

jalan gatot Subroto, amplas. Juga melalui media sosial 

yaitu Instagram.” 
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Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, 

pada 27 Februari 2026 pukul 13.22 WIB, selaku supir truk container, beliau 

mengatakan bahwa: pengetahuannya mengenai Perda No.10 Tahun 2021 ini di 

dapat melalui perusahaan tempat ia bekerja. Sebelum mulai bertugas, perusahaan 

menyelenggarakan sesi training yang didalamnya mencakup pengenalan terhadap 

peraturan mengenai pembatasan jam operasional ini.  

“Saya tahu tentang perda ini. Saya mengetahui adanya 

perda ini dari bos perusahaan tempat saya bekerja. 

Adanya peraturan ini di sosialisasikan melalui training 

yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebelum saat 

melamar kerja.” 

 

Ditambahkan dari hasil wawancara Ibu Diza Rubiani pada 19 Februari 

2026 pukul 17.00 WIB, selaku warga yang terdampak. Beliau mengatakan pernah 

mendengar adanya larangan truk besar beroperasi di jalan umum pada siang hari, 

namun tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan tersebut diatur secara resmi 

dalam sebuah Peraturan Daerah. 

” Saya pernah dengar, namun tidak tahu bahwa adanya 

aturan tersebut dalam perda.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa, dalam hal 

sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan upaya yang cukup 

intensif melalui dua jalur utama, yaitu sosialisasi langsung dan melalui media 

sosial Instagram (@dishub_medan) dengan jangkauan 38,3 ribu pengikut. Hal ini 

menunjukkan komitmen instansi terkait dalam menyebarkan informasi Perda No. 

10 Tahun 2021 secara proaktif, yang juga diperkuat oleh peran swasta seperti sesi 
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training perusahaan bagi supir truk, sehingga pengetahuan regulasi pembatasan 

jam operasional dapat terserap oleh pelaku usaha. 

Namun, efektivitas sosialisasi tersebut masih terbatas pada kelompok 

tertentu, sebagaimana tercermin dari kurangnya pemahaman mendalam di 

kalangan warga terdampak yang hanya mengetahui adanya larangan operasional 

truk besar pada siang hari tanpa menyadari dasar hukum resminya dalam Perda 

No.10 Tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi sosialisasi yang 

lebih inklusif dan masif untuk meningkatkan kesadaran publik secara luas. 

Lanjut hasil wawancara dengan KASI Pemadu Moda dan Teknologi 

Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan keberhasilan implementasi 

kebijakan ini diukur dari penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan. 

Namun beberapa kali terjadi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. 

Salah satunya adalah keberadaan truk-truk yang mengangkut material konstruksi 

dalam rangka proyek pembangunan nasional, seperti Lapangan Merdeka. Karena 

lokasi proyek berada di pusat kota dan truk-truk tersebut harus menggunakan 

jalan nasional, petugas tidak dapat melakukan penilangan terhadap mereka. Maka 

dari itu evaluasi terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan koordinasi 

bersama Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. 

“Penindakan terhadap pelanggaran truk semakin 

sedikit. Namun ada beberapa kali truk yang membawa 

barang konstruksi pembangunan dalam kepentingan 

pembangunan nasional yang kerap beroperasi di jam-

jam sibuk pengguna jalan, sehingga pihak petugas juga 

tidak bisa menilang karna truk tersebut berkepentingan 

dalam pembangunan konstruksi nasional seperti 

pembangunan jalan, atau yang baru ini pembangunan 

lapangan merdeka. Truk-truk tersebut harus masuk ke 
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jalan nasional karna emang lokasi pembangunannya ada 

di pusat kota. Evaluasi terhadap kebijakan ini tetap ada 

dilaksnakan, evaluasi dilakukan dengan kepolisian dan 

kementerian perhubungan. Namun sekarang karna 

sudah berkurang bentuk pelanggaran.” 

 

Pernyataan Kepala Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan tersebut menyoroti indikator keberhasilan yang 

konkret, yakni penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas di lapangan, yang 

mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan. Pendekatan 

pengukuran ini relevan karena langsung terkait dengan tujuan utama regulasi, 

yaitu meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas. Namun, pengakuan 

atas tantangan operasional seperti pengecualian bagi truk pengangkut material 

konstruksi untuk proyek strategis nasional menunjukkan adanya ketegangan 

antara kepentingan pembangunan infrastruktur nasional dan penegakan regulasi 

daerah.  

Hasil wawancara dengan supir truk mengatakan secara pribadi, beliau 

mengakui pentingnya kebijakan ini. Menurutnya pembatasan jam operasional truk 

berat berkontribusi pada pengurangan kemacetan lalu lintas sekaligus menekan 

angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan bertonase besar. 

“Menurut saya adanya peraturan ini sangat penting, 

karena dengan adanya peraturan ini bisa mengurangi 

kemacetan di jalan dan juga mengurangi angka 

kecelakaan akibat truk bertonase besar.” 

 

Pernyataan ini juga didukung dengan pendapat dari Ibu Diza Rubiani 

yang menegaskan bahwa kebijakan semacam ini dinilai penting. Keberadaan truk 

besar di jam-jam sibuk seperti waktu berangkat dan pulang kerja dapat 
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meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, sebagaimana telah sering terjadi 

sebelumnya.  

“Ya menurut saya itu penting, karena untuk mencegah 

kemacetan dijam jam sibuk. Karena ketika truk 

beroperasi dijam jam sibuk seperti dijam pergi dan 

pulang kerja dapat meningkatkan resiko kecelakaan 

lalulintas. Hal ini sudah sering terjadi sebelumnya.” 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai pembatasan jam 

operasional truk bertonase berat secara umum telah selaras dengan variabel 

standar dan sasaran kebijakan, yaitu menjaga ketertiban lalu lintas melalui 

pengurangan kemacetan, meminimisasi risiko kecelakaan, serta peningkatan 

kepatuhan perusahaan swasta. Sosialisasi intensif oleh Dinas Perhubungan 

melalui pendekatan langsung di lokasi strategis dan media sosial dengan 

jangkauan luas serta dukungan training swasta bagi supir truk, berhasil mencapai 

sasaran kepatuhan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dari pengakuan supir truk 

terhadap manfaat kebijakan dalam mengurangi kemacetan dan kecelakaan. 

Indikator keberhasilan berupa penurunan pelanggaran lapangan juga 

menegaskan pencapaian standar utama, didukung oleh apresiasi warga terdampak 

yang mengakui relevansinya untuk keselamatan di jam-jam sibuk. Namun, dari 

perspektif standar kebijakan, terdapat ketidaksesuaian parsial akibat keterbatasan 

sosialisasi pada masyarakat umum yang hanya mengetahui larangan secara umum 

tanpa dasar hukum serta tantangan yurisdiksi terhadap truk proyek nasional yang 

menghambat penegakan penuh. Adanya koordinasi berkala dengan Kepolisian 
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dan Kementerian Perhubungan menjadi langkah evaluatif yang tepat untuk 

menjembatani celah ini, sehingga kebijakan dapat mencapai sasaran optimal 

secara berkelanjutan. 

4.1.2.Sumber Daya 

 

Sumber daya mencakup ketersediaan personel, anggaran, fasilitas 

serta infrastruktur penunjang yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat 

berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa 

keterbatasan sumber daya yang turut mempengaruhi efektivitas penerapan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini. Hal ini juga dipertegas oleh hasil 

wawancara Kepala Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Dinas Perhubungan Kota 

Medan menyatakan bahwa;  

Jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan truk 

berat masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Kondisi ini tentu 

berpengaruh pada intensitas dan konsistensi pengawas yang dapat dilakukan di 

berbagai titik jalan nasional di Kota Medan. Namun Dinas Perhubungan Kota 

Medan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan ini, yaitu Satlantas Polrestabes Kota Medan, Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Perhubungan melalui 

DPTD Wilayah II Kota Medan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Erlando Purba,S.E.,M.M bahwa : 

“Menurut saya jumlah personel dalam melakukan 

pengawasan truk berat ini tidak cukup. Tapi Dishub kota 

medan bekerjasama dengan satlantas polrestabes kota 

medan dan Dinas Perhubungan provinsi sumatera utara, 
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kementerian perhubungan DPTD Wilayah II Kota 

Medan.” 

 

Ketidakcukupan personel ini dapat mengurangi frekuensi pengawasan 

terhadap truk-truk berat yang masuk ke jalan nasional di luar dari jam operasional 

yang sudah ditetapkan. Pengawasan tidak dapat dilakukan di seluruh titik jalan 

nasional yang menjadi sasaran pembatasan, sehingga membuka celah bagi 

pelanggaran untuk terjadi di lokasi-lokasi yang tidak terpantau. Namun Dinas 

Perhubungan Kota Medan merespon hambatan tersebut dengan penguatan 

jaringan koordinasi antarlembaga, yakni dengan melibatkan Satlantas Polrestabes 

Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian 

Perhubungan melalui DPTD Wilayah II Kota Medan. Strategi ini mencerminkan 

pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas, di mana 

beban pengawasan didistribusikan kepada beberapa institusi secara bersama-sama 

berdasarkan kewenangan masing-masing untuk menutupi keterbatasan sumber 

daya tersebut. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara Bapak Samsul Bahri, beliau 

mengatakan bahwa; 

“Saya merasa jumlah petugas yang melakukan 

pengawasan dan razia truk tonase sudah sangat cukup 

dalam melakukan pengawasan di beberapa titik” 

 

Beliau menilai bahwa  kehadiran petugas di lapangan sudah cukup 

memadai. Perbedaan persepsi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman 

subjektif kedua narasumber, dimana Bapak Samsul Bahri selaku supir truk lebih 
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sering berhadapan dengan petugas di titik-titik razia tertentu, sehingga 

menganggap pengawasan telah berjalan dengan intensitas yang wajar.  

Hasil wawancara dengan Ibu Diza Rubiani, mengatakan bahwa razia 

tidak dilaksanakan setiap saat, melainkan hanya beberapa kali dalam sebulan. Hal 

ini mengonfirmasi hasil wawancara dari Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M bahwa 

keterbatasan personel memang berpengaruh pada frekuensi pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

“saya melihat razia truk berat namun hanya kadang-kadang” 

Pelanggaran yang dilakukan oleh truk-truk tersebut juga dapat 

dipengaruhi oleh tidak tersedianya tempat penampungan sementara untuk 

menunggu jam operasional yang seharusnya. Sehingga menyebabkan truk-truk 

tersebut parkir ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban jalan. Namun 

sering kali truk-truk tersebut malah membuat kemacetan di sekitar area parkir dan 

menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan lain. Hal ini juga dibenarkan oleh 

KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas Perhubungan Kota Medan. 

Dari hasil wawancara bapak Erlando Purba, S.E.,M.M menyatakan 

bahwa terkait fasilitas penunjang seperti truck rest area atau tempat parkir 

sementara bagi truk yang menunggu jam operasional belum menyediakan fasilitas 

seperti itu. Beliau menambahkan bahwa biasanya truk-truk yang menunggu 

umumnya memanfaatkan area pom bensin, seperti yang terdapat di kawasan 

Ringroad sebagai tempat parkir sementara. 

“Tidak ada menyediakan fasilitas seperti itu. Biasanya 

truk-truk yang menunggu jam operasional cenderung 

parkir di pombensin, seperti pombensin yang di 

ringroad.” 
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Namun Dinas Perhubungan Kota Medan telah mengoperasikan sistem 

Intelligent Transport System (ITS) yang mampu memantau persimpangan jalan 

secara real time diseluruh wilayah Kota Medan. Setiap kali terdeteksi truk yang 

memasuki jalan nasional di luar jam yang seharusnya, maka informasi tersebut 

langsung diteruskan melalui handytalkie (HT) kepada petugas yang ditempatkan 

secara standby di titik-titik lokasi terkait. Sistem ini merupakan keunggulan 

teknologi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Medan dan berperan signifikan 

dalam menopang efektivitas pengawasan di tengah keterbatasan personel. 

Hal ini dijelaskan oleh KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan bahwa: 

“Ada, seperti ITS ini memantau setiap persimpangan 

jalan di Kota Medan. Jadi setiap ada truk yang masuk ke 

jalan nasional langsung di infokan ke HT petugas untuk 

segera ditindak. Dimana disetiap lokasi tersebut sudah 

ditempatkan petugas dishub untuk standby dalam 

melakukan pengawasan.” 

 

Hasil wawancara Bapak Samsul Bahri selaku supir truk menyatakan 

bahwa mengenai fasilitas parkir truk dan rambu lalu lintas untuk mendukung 

pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2021 ini masih belum ada. Saat menunggu jam 

operasional beliau mengatakan biasanya menunggu di area pabrik atau Gudang 

milik perusahaan. Beberapa pengemudi truk lain juga diketahui memanfaatkan 

area parkir di kawasan Belawan.  

”Tidak ada, hanya parkir sementara di gudang/pabrik 

atau beberapa tempat parkir di Belawan untuk 

menunggu jam jalan. Kalau saya biasanya nunggu di 

pabrik saja sampai jam jalan tiba.” 
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Pernyataan ini juga di dukung oleh hasil wawancara Ibu Diza Rubiani 

yang menyatakan bahwa beliau belum melihat adanya jalur alternatif atau 

penanda khusus untuk truk di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Kecuali akses 

jalan tol yang menghubungkan langsung ke KIM dan Belawan. 

“Setahu saya disekitar sini belum ada jalur alternatif 

ataupun rambu-rambu untuk truk tesebut. Hanya jalan 

tol yang langsung menghubungkan ke KIM dan 

Belawan.” 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan 

Berat di Kota Medan menghadapi tantangan utama pada dimensi sumber daya 

yang menekankan ketersediaan personel, anggaran, fasilitas, dan infrastruktur 

sebagai prasyarat keberhasilan implementasi. Keterbatasan personel pengawas 

dari Dinas Perhubungan Kota Medan menyebabkan frekuensi razia dan 

pengawasan yang rendah, hanya dilakukan beberapa kali sebulan dan tidak 

menjangkau seluruh titik jalan nasional, sehingga membuka peluang pelanggaran 

seperti operasional truk di luar jam yang ditetapkan. Hal ini diperparah oleh 

belum adanya fasilitas pendukung, seperti truck rest area atau tempat parkir 

sementara, yang memaksa pengemudi memanfaatkan area pom bensin, pabrik, 

gudang, atau kawasan Belawan secara informal sehingga menimbulkan kemacetan 

dan gangguan ketertiban lalu lintas. 

Meskipun demikian, respons adaptif pemerintah daerah menunjukkan 

upaya pengelolaan sumber daya yang terbatas melalui pendekatan kolaboratif, 

yaitu koordinasi lintas instansi dengan Satlantas Polrestabes Medan, Dinas 
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Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan DPTD Wilayah II Kementerian 

Perhubungan, serta pemanfaatan teknologi Intelligent Transport System (ITS) 

untuk pemantauan realtime dan distribusi informasi cepat via handytalkie. Strategi 

ini mencerminkan prinsip teori sumber daya yang menyoroti substitusi sumber 

daya seperti kolaborasi dan inovasi teknologi untuk mengimbangi kekurangan 

personel dan infrastruktur fisik.  

Namun, perbedaan persepsi antar narasumber di mana Bapak Erlando 

Purba mengakui keterbatasan, sementara pengemudi, Bapak Samsul Bahri merasa 

pengawasan sudah memadai menandakan kebutuhan komunikasi kebijakan yang 

lebih merata agar implementasi tidak hanya bergantung pada sumber daya formal, 

tetapi juga dukungan sosial dari pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, 

keberhasilan jangka panjang Perda ini bergantung pada penguatan sumber daya 

holistik, termasuk pengadaan fasilitas parkir dan rambu lalu lintas, untuk 

meningkatkan efektivitas pengaturan operasional truk berat di Kota Medan. 

4.1.3.Karakteristik Badan Pelaksana 

 

Karakteristik badan pelaksana dalam teori Van Meter dan Van Horn 

merujuk pada sifat-sifat organisasi yang menjalankan kebijakan publik. Variabel 

ini mencakup kompetensi dan pengawasan yang mengkaji mekanisme penindakan 

yang diterapkan di lapangan, ketersediaan prosedur operasional yang 

terstandarisasi, serta kapasitas aparatur dalam menjalankan tugasnya. Aspek ini 

sangat menentukan konsistensi dan kualitas penegakan Perda No. 10 Tahun 2021 

di Kota Medan. 
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Mekanisme penindakan terhadap pelanggaran operasional truk berat, 

Dinas Perhubungan Kota Medan selaku badan pelaksana kebijakan menunjukkan 

adanya standarisasi prosedur yang diterapkan di lapangan untuk menjamin 

konsistensi penegakan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021, meskipun dibatasi 

oleh keterbatasan sumber daya. Prosedur ini mencakup pemeriksaan langsung, 

penilangan, dan tindakan korektif yang bertujuan mencegah truk memasuki jalan 

nasional di luar jam operasional, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap 

persyaratan teknis kendaraan.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M 

menyatakan bahwa ketika ditemukan pelanggaran di lapangan, petugas langsung 

melakukan penilangan dan mengarahkan kendaraan untuk kembali ke titik asal 

tanpa memasuki jalan nasional. Dalam proses penilangan, petugas turut 

memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, termasuk sertifikat uji berkala 

(KIR). Apabila dokumen tidak lengkap, kendaraan dapat ditahan oleh petugas.  

“Untuk truk yang melakukan pelanggaran, diberikan 

tindakan berupa tilang yang dilakukan secara langsung. 

Setelah ditilang truk tersebut biasanya diarahkan untuk 

balik ke asalnya tidak memasuki jalan nasional. Saat 

ditilang petugas melihat kelengkapan dokumen truk 

tersebut juga kir truk untuk mengecek kelayakan jalan 

truk tersebut. jikalau dokumen-dokumen truk tersebut 

tidak lengkap, truknya akan ditahan oleh petugas.” 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Samsul 

Bahri yang menyatakan bahwa dari pengalaman beliau yang pernah ditilang 

karena beroperasi di luar jam yang diizinkan memberikan gambaran nyata tentang 

mekanisme penindakan ini dari perspektif penerima sanksi. Sanksi yang 
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diterimanya berupa penahanan STNK, yang dapat diambil kembali melalui proses 

sidang yang melibatkan instansi terkait dan pihak perusahaan. Maka dari itu 

beliau menilai sistem pengawasan di Kota Medan sudah cukup ketat. 

“Pernah, saya pernah melihat Razia truk bertonase 

berat di sekitar Belawan. Truk saya juga pernah di 

tilang karna lewat di jam yang tidak seharusnya. 

Biasanya petugas akan meminta dokumen-dokumen 

seperti STNK untuk di cek dan ditahan sebagai bentuk 

sanksi pelanggaran. STNK tersebut dapat diambil 

kembali melalui sidang yang dilakukan oleh instansi 

terkait dengan pihak pabrik/perusahaan truk tersebut.” 

 

Hasil wawancara Ibu Diza Rubiani juga mendukung pendapat kedua 

narasumber tersebut, beliau mengatakan bahwa pernah menyaksikan kegiatan 

razia yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Truk 

yang tertangkap melanggar umumnya dikenai sanksi tilang dan penahanan STNK. 

beliau menilai bahwa petugas yang bertugas cenderung bertindak tegas dalam 

menindak pelanggar. 

“Saya pernah melihat petugas disub dan kepolisian 

melakukan pengawasan truk berat seperti razia. Setahu 

saya truk yang melanggar biasanya dikenakan sanksi 

tilang, penahanan STNK.” 

 

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut menggambarkan 

kekuatan karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan 

dalam mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2021, sebagaimana ditekankan 

dalam teori Van Meter dan Van Horn yang menyoroti kompetensi, prosedur 

operasional, dan kapasitas aparatur sebagai pilar utama keberhasilan penegakan 

kebijakan. Mekanisme penindakan lapangan seperti penilangan langsung, 
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pemeriksaan dokumen KIR, pengembalian kendaraan ke titik asal, dan penahanan 

STNK hingga proses sidang menunjukkan adanya prosedur standar yang efektif 

melalui koordinasi antarlembaga, termasuk dengan Kepolisian, yang ditempatkan 

di titik-titik strategis perbatasan jalan nasional. Persepsi positif dari perspektif 

narasumber, baik dari petugas pelaksana maupun warga terdampak dan supir truk, 

mencerminkan sikap aparatur yang tegas dan konsisten, sehingga memperkuat 

kapasitas organisasi dalam menjaga kepatuhan tanpa memerlukan dokumen 

formal yang kaku.  

Salah satu temuan penting dalam wawancara ini adalah ketiadaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur 

mekanisme pengawasan Perda ini. Meskipun demikian, setiap petugas lapangan 

dianggap telah memiliki pemahaman yang memadai berdasarkan pengalaman 

kerja dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota serta Perda 

terkait. 

Hasil wawancara dengan KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, belum 

terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus 

mengatur mekanisme pengawasan Perda ini. Pengawasan dilakukan melalui 

koordinasi antarlembaga terkait, dengan titik penindakan yang ditempatkan di 

perbatasan jalan nasional yang dilarang dilewati truk bertonase besar. 

“Untuk pengawasannya biasanya dishub kota medan 

berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk 

bekerjasama dalam melakukan pengawasan terkait truk 

berat di Kota Medan. Untuk SOP tidak ada. Untuk 

penindakan dilakukan di daerah perbatasan jalan 
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nasional yang tidak boleh dilalui oleh truk bertonase 

besar.” 

 

Beliau juga mengatakan terkait pelatihan formal bagi petugas 

pengawas dilapangan belum tersedia secara terprogram. Hal ini merupakan celah 

institusional yang berpotensi mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan 

prosedur di lapangan, terutama ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang 

memerlukan penilaian diskresi. 

“Untuk pelatihan khusus tidak ada” 

Untuk memperkuat karakteristik badan pelaksana dalam pengawasan 

Perda No. 10 Tahun 2021, Dinas Perhubungan Kota Medan telah 

mengembangkan saluran pelaporan masyarakat yang responsif dan terintegrasi. 

Mekanisme ini mencakup penyediaan call center melalui nomor WhatsApp, yang 

juga dipromosikan secara luas melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan 

Kota Medan, memungkinkan warga melaporkan pelanggaran operasional truk 

berat secara realtime. Hal ini ditegaskan oleh KASI Pemadu Moda dan Teknologi 

Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa: 

Laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan pengiriman 

petugas ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengawasan mendalam. 

Selain itu, pelaporan dapat dilakukan melalui kecamatan setempat, di mana 

keresahan warga diformalkan dalam surat resmi yang diteruskan langsung ke 

Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga memastikan respons institusional yang 

terstruktur dan cepat. Pendekatan ganda ini tidak hanya meningkatkan kapasitas 

pengawasan di tengah keterbatasan personel, tetapi juga memperkaya kompetensi 

organisasi melalui keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung 
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konsistensi penegakan kebijakan di lapangan. Hal ini ditekankan langsung oleh 

Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M selaku KASI Pemadu Moda dan Teknologi 

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Kami menyediakan call center berupa nomor whatsapp 

serta info ini juga tertera di Instagram resmi Dinas 

Perhubungan Kota Medan. Laporan tersebut akan 

langsung ditindaklanjuti dengan mengirim petugas ke 

daerah laporan untuk melakukan pengecekan dan 

pengawasan. Laporan warga juga bisa melalui 

kecamatan, dimana dari kecamatan yang mengirim surat 

langsung ke Dinas Perhubungan Kota Medan terkait 

keresahan warga.” 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan 

Kota Medan menunjukkan fondasi yang solid dalam implementasi Perda No. 10 

Tahun 2021, sebagaimana diuraikan dalam teori Van Meter dan Van Horn yang 

memposisikan kompetensi aparatur, prosedur operasional standar, dan kapasitas 

organisasi sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan publik. Meskipun tidak 

adanya SOP tertulis secara spesifik serta pelatihan khusus untuk penanganan truk 

bermuatan berat, mekanisme penindakan lapangan seperti penilangan langsung, 

pemeriksaan dokumen KIR, penahanan STNK, dan koordinasi antarlembaga 

dengan Kepolisian di titik strategis perbatasan jalan nasional telah terbukti efektif, 

sebagaimana dirasakan oleh narasumber dari berbagai perspektif pejabat 

pelaksana, supir truk, dan warga.  

Persepsi positif terhadap ketegasan dan konsistensi badan pelaksana 

semakin diperkuat oleh inovasi saluran pelaporan masyarakat melalui WhatsApp, 

Instagram, dan laporan secara langsung, yang memungkinkan respons cepat dan 

partisipatif, sehingga mengatasi keterbatasan personel secara adaptif. Hal ini 
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menegaskan bahwa badan pelaksana yang responsif dan kolaboratif dapat 

mendorong kepatuhan tanpa bergantung sepenuhnya pada regulasi formal, 

meskipun pengembangan SOP komprehensif tetap esensial untuk menjamin 

skalabilitas dan akuntabilitas pengawasan operasional truk berat di Kota Medan 

ke depan.  

4.1.4.Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan 

 

Variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan dalam 

implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas koordinasi 

antarlembaga yang terlibat. Dalam konteks Perda No. 10 Tahun 2021, setidaknya 

empat institusi terlibat, yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan, Satlantas 

Polrestabes Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, serta 

Kementerian Perhubungan melalui DPTD Wilayah II Kota Medan. 

Pentingnya kerjasama antar instansi-instansi tersebut dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini sangat penting. Peran 

setiap lembaga untuk mencapai tujuan dari adanya perda ini harus tercapai untuk 

menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Medan. Maka dari itu koordinasi yang 

dijalin juga harus sejalan dengan kepentingan tujuan Perda tersebut. Hal ini juga 

tidak terlepas dari bagaimana setiap instansi memiliki tugas dan 

tanggungjawabnya sendiri maka adanya pembagian tugas dalam pengawasan 

kebijakan ini sesuai dengan kewenangan setiap instansi yang terkait. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M 

mengatakan bahwa koordinasi antarlembaga dijalankan melalui dua mekanisme 

utama, yaitu rapat rutin yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, serta 
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komunikasi informal yang berlangsung melalui grup percakapan via WhatsApp. 

Pembagian tugas antarinstansi dilakukan berdasarkan kewenangan masing-

masing, dimana pelanggaran yang berkaitan dengan STNK ditangani oleh 

Satlantas Kepolisian, sementara permasalahan KIR menjadi ranah Dinas 

Perhubungan Kota Medan. 

“Koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait 

melalui rapat rutin atau lamgsung komunikasi grup chat 

di whatsapp. Rapat ini dilakukan setiap 3 bulan. " 

 

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa koordinasi antarlembaga 

dalam implementasi kebijakan public ini berjalan melalui cara yang sederhana 

tapi efektif, yaitu rapat rutin setiap tiga bulan dan obrolan sehari-hari lewat grup 

WhatsApp. Cara ini memadukan pertemuan formal untuk rencana besar dengan 

komunikasi cepat untuk urusan harian, sehingga lembaga-lembaga seperti Dinas 

Perhubungan Kota Medan dan Satlantas Polrestabes. Pembagian tugas antar 

lembaga juga jelas, misalnya Satlantas Polrestabes urus STNK sementara Dinas 

Perhubungan tangani KIR, yang membuat pekerjaan lebih lancar tanpa saling 

tumpang tindih. Dalam hal ini komunikasi antarlembaga sudah terjalin dengan 

baik. 

Hasil wawancara Bapak Samsul Bahri juga menyetujui, dimana beliau 

mengatakan bahwa adanya kerja sama yang cukup baik antara Dinas Perhubungan 

Kota Medan dan Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan, yang terlihat dari 

razia-razia yang kerap melibatkan kedua instansi tersebut secara bersama-sama. 

Beliau juga menilai komunikasi antara pihak pengusaha angkutan dengan 
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pemerintah sudah berjalan dengan baik, yang dibuktikan oleh penyelenggaraan 

training perusahaan terkait adanya aturan ini sebelum pengemudi mulai bertugas. 

“Menurut saya kerjasamanya cukup baik, terlihat dari 

razia yang sering dilakukan dan melibatkan petugas 

dishub dan kepolisian. Komunikasinya juga cukup karna 

dengan adanya training terkait perda ini sebelum mulai 

bekerja sudah membuktikan bahwa perusahaan tahu 

bahwa adanya peraturan ini di Kota Medan.” 

 

Hasil wawancara Ibu Diza Rubiani juga berpendapat sama yang 

mengatakan bahwa meski hanya mengamati dari sudut pandang warga, turut 

menilai bahwa terdapat kerja sama yang terlihat antara Dishub dan Kepolisian 

dalam pelaksanaan pengawasan. Namun beliau sendiri mengaku belum pernah 

melapor ataupun berinteraksi langsung dengan instansi terkait. 

“Sepenglihatan saya antara dishub dan polisi memiliki 

kerja sama untuk mengawasi truk berat ini. Tapi saya 

tidak pernah melaporkan hal-hal tesebut.” 

 

Hasil wawancara dengan narasumber menegaskan bahwa koordinasi 

antarlembaga dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan lancar dan efektif. 

Rapat triwulanan dan grup WhatsApp memudahkan komunikasi, sementara 

pembagian tugas jelas seperti Satlantas urus STNK dan Dishub tangani KIR. 

Narasumber dari berbagai pihak pejabat, supir truk dan warga sepakat ada 

kerjasama dan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Kota Medan, 

Kepolisian serta pelaku usaha, terlihat dari razia bersama dan training bagi 

pengusaha, meski interaksi langsung warga masih terbatas. Secara keseluruhan, 

ini memperkuat pengawasan truk berat di lapangan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erlando Purba,S.E.,M.M 

bahwa: 

“Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan bidang 

masing-masing instansi. Seperti jika terkait STNK truk 

tersebut mati maka pihak satlantas kepolisian yang 

menilang truk tersbeut. Jika KIR yang mati maka truk 

tersebut ditilang oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.” 

 

Namun ada satu aspek yang menarik perhatian adalah minimnya 

koordinasi formal antara asosiasi atau komunitas pengemudi truk dengan 

pemerintah. Dimana pihak pemerintah belum cukup luas dalam menjangkau pihak 

terkait dalam mensosialisasikan Perda ini. Beberapa pihak pengangkutan mungkin 

belum tahu bahwa adanya aturan tentang pembatasan jam operasional truk 

bermuatan berat di Kota Medan. Hal ini disampaikan Bapak Samsul Bahri dalam 

wawancaranya bahwa beliau belum mengetahui adanya koordinasi formal antara 

asosiasi atau komunitas pengemudi truk dengan pemerintah dalam konteks 

sosialisasi aturan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi antara 

pelaksana di lapangan dengan pembuat kebijakan masih bersifat sepihak dan 

belum melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pengemudi sebagai pemangku 

kepentingan utama. 

“koordinasi dengan asosiasi atau komunitas supir truk 

setahu saya belum ada” 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

antarlembaga dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat di Kota Medan telah 

berjalan dengan baik dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik, 
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sebagaimana ditekankan dalam variabel komunikasi dan pelaksanaan teori Van 

Meter dan Van Horn. Mekanisme seperti rapat triwulanan, grup WhatsApp, serta 

pembagian tugas jelas antara Dinas Perhubungan Kota Medan untuk KIR dan 

Satlantas Polrestabes untuk STNK, didukung razia bersama dan training bagi 

pengusaha, memperkuat kerjasama lintas institusi termasuk dengan Dinas 

Perhubungan Provinsi dan DPTD Wilayah II.  

Pendapat dari ketiga narasumber mengonfirmasi adanya kelancaran 

komunikasi dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Namun, celah utama terletak 

pada minimnya koordinasi formal dengan asosiasi pengemudi truk untuk 

sosialisasi, yang menyebabkan sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya 

mengetahui aturan jam operasional, sehingga komunikasi masih cenderung 

sepihak. Secara keseluruhan, penguatan saluran partisipatif dengan komunitas 

pengusaha akan melengkapi sinergi antarlembaga, memastikan implementasi yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Medan. 

4.1.5.Disposisi Implementor 

 

Variabel disposisi implementor merupakan salah satu faktor krusial 

dalam proses implementasi kebijakan publik, yang mencakup sikap, motivasi, 

serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik aparat pemerintah seperti 

pejabat birokrasi maupun kelompok sasaran regulasi seperti masyarakat atau 

pelaku usaha. Disposisi positif dari para pelaksana seperti antusiasme, 

profesionalisme, dan kesediaan untuk bertanggungjawab menjadi prasyarat 

mutlak bagi keberhasilan implementasi, karena sikap negatif seperti resistensi atau 

kurangnya motivasi sering kali menghambat pencapaian tujuan kebijakan.  
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Disposisi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pelatihan dan 

budaya organisasi, serta eksternal seperti dukungan politik, sehingga pelaksana 

kebijakan perlu membangun budaya kerja yang mendorong motivasi intrinsik 

melalui insentif, sosialisasi, dan monitoring berkelanjutan. Pada akhirnya, tanpa 

disposisi yang kuat, bahkan kebijakan terbaik pun berisiko gagal di lapangan, 

menekankan pentingnya seleksi, pengembangan kapasitas, dan penilaian berkala 

terhadap implementor. 

Hasil wawancara dengan KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan menegaskan bahwa beliau menilai kebijakan 

pembatasan jam operasional truk berat memiliki urgensi yang tinggi. Truk 

bertonase besar yang beroperasi di jalan nasional Kota Medan dinilai berpotensi 

menimbulkan kemacetan akibat dimensi badan kendaraan, sekaligus 

meningkatkan risiko kecelakaan akibat blind spot. Komitmen Dinas Perhubungan 

Kota Medan terhadap kebijakan ini juga tercermin dari upaya penerapan teknologi 

ITS dan koordinasi berkelanjutan dengan lembaga mitra. 

“Menurut saya, perda ini cukup penting. Karena truk 

bertonase berat ini cukup mengganggu pengguna jalan 

jika masuk ke jalan nasional Kota Medan. Dimana 

bidang truk yang besar dapat memakan sebagian badan 

jalan sehingga menyebabkan kemacetan juga truk berat 

beresiko mengalami blind spot yang dapat memberikan 

dampak pada pengguna jalan lain. Namun terkadang 

ada beberapa truk yang masuk karna mengantarkan 

barang kontruksi dalam proses pembangunan proyek 

pemerintah yang tidak dapat dihentikan.” 

Beliau juga menambahkan adanya kendala internal di lapangan, 

terutama keberadaan pihak-pihak yang disebutnya sebagai "mafia" di sekitar 

lokasi pengawasan. Kehadiran oknum-oknum tersebut kerap menyulitkan petugas 



55 

 

 
 

dalam menjalankan tugas penegakan secara konsisten. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat teknis dan 

administratif, tetapi juga menyentuh dimensi integritas dan tata kelola. 

“Ada. Karena adanya “mafia-mafia” dilingkungan 

sekitar yang menyulitkan petugas di lapangan.” 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri menyatakan bahwa 

secara prinsip kebijakan ini baik bagi ketertiban lalu lintas. Akan tetapi, di sisi 

lain, beliau merasakan beban nyata dalam pelaksanaannya karena razia yang 

sering dilakukan menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, yang pada 

akhirnya merugikan dirinya sebagai pengemudi. 

”Bagi saya aturan ini memberatkan karena sering adanya 

razia juga merugikan saya sebagai supir truk karena 

mengalami keterlambatan dalam mengantar barang” 

 

Hasil wawancara kedua narasumber mengungkap dinamika yang 

kompleks terhadap kebijakan pembatasan jam operasional truk berat. 

Implementor resmi menunjukkan disposisi positif yang kuat, dengan penilaian 

urgensi tinggi atas risiko kemacetan akibat dimensi truk bertonase besar di jalan 

nasional Kota Medan serta bahaya kecelakaan dari blind spot, yang diwujudkan 

melalui komitmen nyata seperti penerapan teknologi ITS dan koordinasi 

berkelanjutan dengan mitra lembaga.  

Namun adanya tantangan internal seperti keberadaan “mafia” atau 

oknum pengawas menguji konsistensi penegakan, menggeser fokus dari aspek 
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teknis ke dimensi integritas dan tata kelola, sehingga menimbulkan ketegangan 

antara dukungan prinsipil dan demotivasi lapangan.  

Sementara itu, perspektif supir truk seperti Bapak Samsul Bahri 

mencerminkan disposisi ambivalen pengakuan atas manfaat kebijakan bagi 

ketertiban lalu lintas, tetapi resistensi emosional akibat razia yang menyebabkan 

keterlambatan pengiriman barang. Secara keseluruhan, disposisi implementor 

bersifat optimis namun kondisional, menuntut intervensi seperti penguatan anti-

korupsi, jadwal razia prediktif berbasis ITS, dan dialog inklusif dengan 

stakeholder untuk menjaga komitmen jangka panjang di tengah realitas empiris. 

Lanjutan hasil wawancara Bapak Samsul Bahri mengatakan bahwa 

beliau secara jujur mengakui ketaatannya terhadap aturan lebih didorong oleh 

ketakutan akan sanksi daripada kesadaran intrinsik, mengingat pelanggaran dapat 

langsung berdampak pada keberlangsungan pekerjaannya. Hal ini merupakan 

indikasi penting bahwa internalisasi nilai kebijakan di kalangan pengemudi belum 

sepenuhnya tercapai. Kepatuhan yang ada masih bersifat instrumental, bukan 

normatif. 

“Bagi saya aturan ini memberatkan karena sering 

adanya razia juga merugikan saya sebagai supir truk 

karna mengalami keterlambatan dalam mengantar 

barang. Menurut saya pribadi, saya lebih takut terhadap 

sanksi. Karena dapat menghambat pekerjaan saya.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Diza Rubiani mengatakan bahwa beliau 

menilai petugas yang bertugas di lapangan cenderung bertindak tegas, terbukti 

dari langkah penilangan yang langsung dilakukan terhadap truk bermuatan berat 
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yang melanggar aturan. beliau berharap ke depannya pemerintah dapat lebih aktif 

melakukan sosialisasi kepada warga, mengingat masih minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang peraturan ini. Secara keseluruhan, masyarakat merasakan 

manfaat nyata dari kebijakan ini dalam hal peningkatan keselamatan dan 

kenyamanan lalu lintas sehari-hari. 

“Kalau sosialisasi ke warga belum pernah, mungkin 

nanti setelah ini boleh mohon dibuat sosialisasinya.” 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan disposisi implementor yang 

heterogen namun dominan positif terhadap kebijakan pembatasan jam operasional 

truk berat, dimana sikap, motivasi, dan komitmen pelaku utama aparat 

pemerintah, pengemudi, dan masyarakat secara kolektif mendukung tujuan 

mengurangi kemacetan serta risiko kecelakaan akibat dimensi truk bertonase besar 

dan blind spot di jalan nasional Kota Medan.  

Dari sisi aparat seperti KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan Kota Medan, disposisi tercermin kuat melalui penilaian urgensi 

tinggi, komitmen nyata via teknologi ITS dan koordinasi mitra, serta ketegasan 

penilangan lapangan seperti hasil wawancara Ibu Diza Rubiani. Namun, 

keberadaan "mafia" atau oknum pengawas menimbulkan demotivasi internal, 

menggeser fokus dari efisiensi teknis ke isu integritas dan tata kelola, yang 

berpotensi melemahkan konsistensi penegakan. 

Perspektif pengemudi Bapak Samsul Bahri menunjukkan disposisi 

ambivalen pengakuan prinsipil atas manfaat ketertiban lalu lintas, tapi resistensi 

emosional karena keterlambatan pengiriman dan kepatuhan instrumental yang 

didorong sanksi, bukan kesadaran intrinsik. Ini mengindikasikan kurangnya 
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internalisasi nilai kebijakan di kalangan sasaran, yang dapat menghambat 

keberlanjutan. 

Sementara itu, Ibu Diza Rubiani mengapresiasi manfaat keselamatan 

dan kenyamanan, dengan sikap mendukung ketegasan petugas, meski menyoroti 

minimnya sosialisasi. Hal ini mencerminkan disposisi positif eksternal yang siap 

diperkuat melalui edukasi. Secara keseluruhan, disposisi implementor bersifat 

optimis dan berkomitmen, sebagaimana diprediksi model Van Meter dan Van 

Horn, tetapi kondisional terhadap kendala korupsi, resistensi ekonomi, dan 

kurangnya sosialisasi. Intervensi strategis seperti penguatan anti-korupsi, jadwal 

razia prediktif berbasis ITS, dialog stakeholder, dan kampanye edukasi masih 

diperlukan untuk mengubah kepatuhan instrumental menjadi normatif, 

memastikan keberhasilan jangka panjang kebijakan di lapangan. 

4.1.6.Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 

 

Variabel terakhir mengkaji faktor-faktor kontekstual yang turut 

membentuk lanskap implementasi kebijakan, mencakup respons dunia usaha, 

tekanan-tekanan dari berbagai kepentingan, serta dampak nyata yang dirasakan 

oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti sosial, 

ekonomi dan politik untuk menentukan keberhasilan sebuah implementasi 

kebijakan publik. Keberhasilan implementasi ini dapat dibuktikan dari respon 

pelaku usaha dan masyarakat sasaran kebijakan ini. 

Hasil wawancara dengan Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M menyatakan 

bahwa respons dari kalangan pengusaha logistik dan industri terhadap kebijakan 

ini cenderung bersifat penolakan. Para pelaku usaha merasa dirugikan karena 
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pembatasan jam operasional menghambat proses distribusi barang. Bentuk 

penolakan yang telah terjadi antara lain berupa pengiriman surat keberatan kepada 

Dinas Perhubungan, meskipun sebagian pengusaha juga mengajukan permohonan 

izin operasional di luar jam yang ditetapkan melalui prosedur resmi. 

“Kebanyakan menolak, karena pengiriman barang jadi 

terhambat menyebabkan kerugian bagi pengusaha. 

Penolakan yang pernah dilakukan seperti dengan 

mengirimkan surat ke Dishub. Namun ada juga yang 

mengirimkan surat izin jalan di jam dan jalan nasional 

di luar dari jam operasional yang seharusnya.” 

 

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Samsul 

Bahri yang menyatakan bahwa pembatasan jam operasional telah mengurangi 

kapasitas pengiriman hariannya yang semula dapat menyelesaikan dua trip dalam 

sehari, kini hanya mampu satu trip. Berkurangnya jumlah trip ini berimbas 

langsung pada penurunan pendapatan beliau. Meskipun demikian, ia menegaskan 

bahwa dirinya tidak pernah mendapat tekanan dari pemilik barang atau 

perusahaan untuk beroperasi di luar jam yang ditetapkan, kecuali untuk 

pengiriman ke luar kota yang memang biasa berangkat di pagi hari. 

“Ada. Karna mengalami keterlambatan dalam 

mengantar dan membongkar barang, yang seharusnya 

sehari bisa dua trip karna pembatasan jam ini jadi 

hanya satu trip saja. Hal ini Berdampak ke pendapatan 

saya, karena adanya pembatasan jam operasional ini 

mengurangi trip jalan truk saya.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Diza Rubiani mendukung pendapat 

Bapak Samsul Bahri, beliau mengatakan bahwa para pengusaha dan pengemudi 
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truk pada umumnya menolak kebijakan ini karena alasan ekonomi, baik dari sisi 

penurunan volume distribusi maupun berkurangnya trip harian yang berdampak 

pada pendapatan pengemudi dan pelaku usaha. 

“Menurut saya tentunya menentang, karena in merugikan 

mereka. Truk-truk ini kan biasanya bawa barang-barang 

perusahaan, kalau jam operasionalnya dibatasi, volume 

distribusinya juga menjadi terbatas, tentunya dapat 

menurunkan profit perusahaan. Untuk sopir truknya 

sendiri juga pasti menentang karena, mereka kan 

biasanya mengikuti arahan. Jika disuruh jam segitu, ya 

mereka harus langsung pergi. Jadi kalau dibatasi jadi 

menghabiskan waktu dengan sia-sia.” 

 

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber secara konsisten 

mengungkap respons negatif dari pelaku usaha logistik dan pengemudi truk 

terhadap kebijakan ini, yang terutama didorong oleh dampak ekonomi pembatasan 

jam operasional. Pengusaha menyatakan penolakan melalui surat keberatan dan 

permohonan izin khusus, sementara supir truk mengalami penurunan trip harian 

dari dua menjadi satu, yang langsung memengaruhi pendapatan tanpa tekanan dari 

perusahaan untuk melanggar aturan. Pandangan warga memperkuat bahwa alasan 

ekonomi seperti berkurangnya volume distribusi menjadi pemicu utama 

ketidakpuasan. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti perlunya keseimbangan 

antara tujuan kebijakan lalu lintas dan kepentingan ekonomi melalui dialog lebih 

intensif dengan pemangku kepentingan, agar implementasi tetap berkelanjutan. 

Lanjutan wawancara dengan Bapak Erlando Purba, S.E.,M.M 

mengakui adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menjadi “backup” bagi 

perusahaan truk dalam proses penegakan peraturan. Kondisi ini mengindikasikan 

adanya dinamika politik dan kepentingan yang membayangi pelaksanaan 
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kebijakan di lapangan, sehingga petugas tidak selalu dapat bertindak sepenuhnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

“Pasti ada. Dimana terdapat orang-orang yang menjadi 

backup dari perusahaan truk tersebut.” 

 

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran 

dinilai cukup aktif, dengan rata-rata satu laporan per minggu yang masuk ke 

Dinas Perhubungan Kota Medan. Jenis pelanggaran yang paling banyak 

dilaporkan adalah masuknya truk besar ke jalan-jalan permukiman yang 

mengganggu ketenangan dan keselamatan warga. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesadaran sebagian warga terhadap dampak negatif operasional truk berat di 

lingkungan mereka sudah cukup baik, bahkan mendorong mereka untuk 

mengambil peran aktif dalam pengawasan. 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara Bapak Erlando 

Purba,S.E.,M.M bahwa: 

“Untuk pelaporan dari masyarakat cukup sering, 

dimana biasanya seminggu sekali ada yang melaporkan. 

Dari sini dapat dikatakan bahwa masyarakat mendukung 

dan berperan aktif dalam menjalanlankan Perda ini. 

Biasanya masalah yang dilaporkan yaitu adanya truk 

besar yang masuk ke jalan kecil meresahkan 

masyarakat.” 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri menyatakan bahwa 

dukungan politik dan kebijakan pemerintah belum sejalan dengan kebutuhan rill 

supir truk dan pengusaha angkutan karena adanya kebijakan ini cukup berdampak 

pada pendapatannya. Hal ini juga merugikan pihak perusahaan karna 
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keterlambatan mengantar barang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang 

dikeluarkan. 

“Menurut saya belum” 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan dari respon dominan negatif 

yang terlihat dari pengusaha logistik yang menolak melalui surat keberatan dan 

permohonan izin khusus karena hambatan distribusi barang, serta supir truk, yang 

mengalami penurunan trip harian dari dua menjadi satu, berakibat penurunan 

pendapatan dan biaya tambahan bagi perusahaan. Ibu Diza Rubiani memperkuat 

bahwa alasan ekonomi seperti terbatasnya volume distribusi dan waktu "sia-sia" 

menjadi pemicu utama penolakan, mencerminkan ketidakseimbangan antara 

tujuan kebijakan lalu lintas dan kebutuhan operasional riil. 

Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan juga mengungkap tekanan 

dari “backup” pihak tertentu yang membayangi penegakan aturan, menunjukkan 

dinamika politik yang melemahkan independensi petugas dan menimbulkan 

inkonsistensi lapangan. Dukungan politik pemerintah dinilai belum selaras dengan 

realitas ekonomi, memperburuk ketegangan. 

Kontrasnya, masyarakat menunjukkan respons positif melalui 

partisipasi pelaporan pelanggaran, rata-rata satu laporan per minggu ke Dinas 

Perhubungan Kota Medan, terutama truk besar di permukiman yang mengganggu 

keselamatan dan ketenangan. Ini mengindikasikan kesadaran sosial yang baik dan 

peran pengawasan sukarela, yang memperkuat legitimasi kebijakan. 

Secara keseluruhan, faktor kontekstual ini menghasilkan keberhasilan 

parsial dukungan sosial mendorong implementasi, tetapi resistensi ekonomi dan 
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tekanan politik berpotensi menghambatnya. Untuk keberlanjutan, diperlukan 

keseimbangan melalui dialog intensif, insentif ekonomi (misalnya rute alternatif), 

penguatan anti-tekanan politik, dan sosialisasi masif guna menyelaraskan 

kepentingan semua pihak. 

4.2.Pembahasan 

 

Dari hasil observasi dan proses pengumpulan data serta wawancara 

yang dilakukan peneliti dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan 

pengaturan operasional truk bermuatan berat di Kota Medan belum berjalan 

secara optimal. 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pengaturan 

operasional truk bermuatan berat di Kota Medan. Dengan pisau analisis 

berdasarkan kajian teori Van Meter dan Van Horn yaitu: standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar 

organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi implementor, dan kondisi sosial, 

ekonomi dan politik. Pembahasan secara rinci akan diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, dari variabel standar dan sasaran kebijakan, implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai pembatasan jam 

operasional truk bertonase berat belum berjalan secara optimal. Meskipun 

kebijakan ini secara umum selaras dengan standar dan sasaran utama, seperti 

menjaga ketertiban lalu lintas melalui pengurangan kemacetan, minimisasi risiko 

kecelakaan, serta peningkatan kepatuhan perusahaan swasta didukung oleh 
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sosialisasi intensif Dinas Perhubungan Kota Medan, penurunan pelanggaran 

lapangan, dan apresiasi warga terdapat ketidaksesuaian parsial yang krusial. 

Keterbatasan sosialisasi pada masyarakat umum, yang hanya memahami larangan 

secara permukaan tanpa dasar hukum, serta tantangan yurisdiksi terhadap truk 

proyek nasional yang menghambat penegakan penuh, menunjukkan bahwa 

pencapaian belum merata dan berkelanjutan. Koordinasi berkala dengan 

Kepolisian dan Kementerian Perhubungan merupakan langkah evaluatif tepat 

untuk menjembatani celah ini, sehingga kebijakan dapat mencapai optimalitas 

secara keseluruhan. 

Kedua, dari variabel sumber daya, implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat di 

Kota Medan belum terlaksana dengan baik. Tantangan utama terletak pada 

keterbatasan personel pengawas Dinas Perhubungan Kota Medan yang 

menyebabkan frekuensi razia rendah dan pengawasan tidak menyeluruh di seluruh 

titik jalan nasional, sehingga membuka peluang pelanggaran operasional truk di 

luar jam yang ditetapkan, diperparah oleh belum adanya fasilitas pendukung 

seperti truck rest area atau tempat parkir sementara yang memaksa pengemudi 

memanfaatkan area informal dan menimbulkan kemacetan. Meskipun ada respons 

adaptif melalui koordinasi lintas instansi dengan Satlantas Polrestabes Medan, 

Dinas Perhubungan Provinsi, dan Kementerian Perhubungan serta pemanfaatan 

teknologi Intelligent Transport System untuk pemantauan realtime, perbedaan 

persepsi narasumber seperti pengakuan keterbatasan oleh Bapak Erlando Purba 

versus persepsi pengawasan memadai oleh Bapak Samsul Bahri menandakan 
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komunikasi kebijakan yang belum merata. Secara keseluruhan, keberhasilan 

jangka panjang bergantung pada penguatan sumber daya holistik, termasuk 

pengadaan fasilitas parkir dan rambu lalu lintas, untuk mengatasi ketergantungan 

pada substitusi kolaboratif dan inovasi teknologi semata. 

Ketiga, dari variabel karakteristik badan pelaksana, implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 sudah berjalan secara optimal. Dinas 

Perhubungan Kota Medan menunjukkan fondasi solid sesuai teori Van Meter dan 

Van Horn, dengan kompetensi aparatur, prosedur operasional standar, dan 

kapasitas organisasi yang efektif meskipun belum ada SOP tertulis spesifik serta 

pelatihan khusus untuk penanganan truk bermuatan berat. Mekanisme penindakan 

lapangan seperti penilangan langsung, pemeriksaan dokumen KIR, penahanan 

STNK, dan koordinasi antarlembaga dengan Kepolisian di titik strategis 

perbatasan jalan nasional telah terbukti efektif, dirasakan positif oleh narasumber 

dari pejabat pelaksana, supir truk, maupun warga. Persepsi ketegasan dan 

konsistensi semakin diperkuat oleh inovasi saluran pelaporan masyarakat melalui 

WhatsApp, Instagram, dan laporan langsung yang memungkinkan respons cepat 

serta partisipatif, sehingga mengatasi keterbatasan personel secara adaptif. Hal ini 

menegaskan bahwa badan pelaksana yang responsif dan kolaboratif berhasil 

mendorong kepatuhan tanpa ketergantungan penuh pada regulasi formal, 

meskipun pengembangan SOP komprehensif tetap diperlukan untuk skalabilitas 

dan akuntabilitas jangka panenjang dalam pengawasan operasional truk berat di 

Kota Medan. 
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Keempat, dari variabel komunikasi antar organisai dan kegiatan 

pelaksanaan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 belum 

berjalan secara maksimal. Koordinasi antarlembaga telah berjalan dengan baik 

dan mendukung efektivitas kebijakan sesuai teori Van Meter dan Van Horn, 

melalui mekanisme rapat triwulanan, grup WhatsApp, pembagian tugas jelas 

antara Dinas Perhubungan Kota Medan untuk KIR dan Satlantas Polrestabes 

untuk STNK, serta razia bersama dan training bagi pengusaha yang melibatkan 

Dinas Perhubungan Provinsi dan DPTD Wilayah II, dengan konfirmasi 

kelancaran komunikasi dari ketiga narasumber untuk menjaga ketertiban lalu 

lintas. Namun, celah utama adalah minimnya koordinasi formal dengan asosiasi 

pengemudi truk untuk sosialisasi yang menyebabkan sebagian pelaku usaha 

belum sepenuhnya mengetahui aturan jam operasional sehingga komunikasi 

cenderung sepihak. Secara keseluruhan, penguatan saluran partisipatif dengan 

komunitas pengusaha diperlukan untuk melengkapi sinergi antarlembaga, 

memastikan implementasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Medan. 

Kelima, dari variabel disposisi implementor, implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih dibawah kata standar. Disposisi pelaku 

utama aparat pemerintah, pengemudi, dan masyarakat dominan positif, 

mendukung tujuan pengurangan kemacetan dan risiko kecelakaan akibat truk 

bertonase besar di jalan nasional Kota Medan, sebagaimana diprediksi model Van 

Meter dan Van Horn. Aparat seperti KASI Pemadu Moda dan Teknologi Dinas 

Perhubungan  Kota Medan menunjukkan komitmen kuat melalui penilaian 

urgensi tinggi, teknologi ITS, koordinasi mitra, dan ketegasan penilangan seperti 
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disampaikan Ibu Diza Rubiani, pengemudi Bapak Samsul Bahri ambivalen 

dengan pengakuan prinsipil tapi resistensi emosional akibat keterlambatan 

pengiriman dan kepatuhan instrumental berbasis sanksi serta masyarakat 

mengapresiasi keselamatan meski soroti minim sosialisasi. Namun, keberadaan 

“mafia” atau oknum pengawas menimbulkan demotivasi internal dan isu 

integritas, kurangnya internalisasi nilai intrinsik di kalangan sasaran, serta 

resistensi ekonomi menghambat konsistensi dan keberlanjutan.  

Keenam, dari variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik, 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih kurang efektif bagi 

sasaran kebijakan ini. Respons dominan negatif dari pengusaha logistik yang 

menolak melalui surat keberatan dan permohonan izin khusus akibat hambatan 

distribusi barang, serta supir truk yang mengalami penurunan trip harian dengan 

dampak penurunan pendapatan dan biaya tambahan, diperkuat oleh Ibu Diza 

Rubiani yang menyoroti ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan lalu lintas 

dan kebutuhan operasional riil. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan juga 

menghadapi tekanan dari “backup” pihak tertentu yang melemahkan independensi 

dan menimbulkan inkonsistensi penegakan, menunjukkan dukungan politik yang 

belum selaras dengan realitas ekonomi. Kontrasnya, masyarakat menunjukkan 

respons positif melalui partisipasi pelaporan pelanggaran rata-rata satu per migu, 

terutama terhadap truk besar di permukiman yang mengganggu keselamatan dan 

ketenangan, sehingga memperkuat legitimasi sosial. Secara keseluruhan, faktor 

kontekstual ini menghasilkan keberhasilan parsial dari dukungan sosial, tetapi 

resistensi ekonomi dan tekanan politik berpotensi menghambatnya. 
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Dari hasil observasi, pengumpulan data, dan wawancara yang 

dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang pengaturan operasional truk bermuatan berat di Kota Medan ini belum 

berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari hanya satu dari enam variabel yang 

mencapai tingkat optimalitas penuh. Secara sistematis, variabel standar dan 

sasaran kebijakan menunjukkan keselarasan umum dalam mengurangi kemacetan, 

kecelakaan, dan meningkatkan kepatuhan, tetapi terhambat oleh sosialisasi parsial 

masyarakat dan yurisdiksi truk nasional, variabel sumber daya mengalami 

keterbatasan personel, fasilitas parkir, dan infrastruktur meskipun ada adaptasi 

kolaboratif dan teknologi ITS, variabel karakteristik badan pelaksana optimal 

berkat kompetensi, ketegasan penindakan, dan inovasi pelaporan, variabel 

komunikasi antar organisasi efektif melalui rapat dan razia bersama, namun 

minim partisipasi asosiasi pengemudi, variabel disposisi implementor dominan 

positif dari aparat dan masyarakat, tetapi ambivalen pada pengemudi dengan isu 

integritas oknum, serta variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik parsial 

didukung partisipasi masyarakat, tapi terganggu resistensi ekonomi pengusaha 

dan supir truk serta adanya tekanan politik. 

Selanjutnya, hambatan utamanya yaitu terletak pada keterbatasan 

personel dan infrastruktur, komunikasi sepihak dengan pelaku 

usaha, resistensi ekonomi dan disposisi ambivalen sasaran, serta tekanan 

politik dan yurisdiksi lintas wilayah yang secara kumulatif melemahkan 

konsistensi penegakan dan keberlanjutan kebijakan. Meskipun demikian 
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upaya pemerintah melalui pengawasan lapangan, penggunakan teknologi ITS 

juga menjalin kerjasama dengan intansi-instansi terkait menunjukkan adanya 

komitmen dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang pengaturan operasional truk bermuatan berat ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1.Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pengaturan operasional truk 

bermuatan berat di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan ini belum berjalan secara optimal di mana hanya satu dari enam 

variabel yang mencapai tingkat optimalitas penuh. Maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, implementasi menunjukkan 

keselarasan yang cukup baik dengan tujuan utama regulasi, yakni 

pengurangan kemacetan, minimalisasi risiko kecelakaan, dan peningkatan 

kepatuhan pelaku usaha. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota 

Medan melalui pendekatan langsung di lokasi strategis maupun media sosial 

terbukti efektif. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih terbatas karena 

masyarakat umum hanya mengetahui larangan operasional truk secara umum 

tanpa memahami dasar hukumnya secara formal. Di samping itu, hambatan 

yurisdiksi terhadap truk pengangkut material proyek pembangunan nasional 

turut menghambat penegakan kebijakan secara penuh dan konsisten. 

2. Pada variabel sumber daya, keterbatasan personel pengawas menyebabkan 

frekuensi razia dan jangkauan pengawasan lapangan menjadi rendah, sehingga 

membuka celah terjadinya pelanggaran di titik-titik yang tidak terpantau. 

Kondisi ini diperparah dengan belum tersedianya fasilitas pendukung seperti 
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truck rest area atau tempat parkir sementara yang memadai, sehingga 

pengemudi terpaksa memanfaatkan area informal yang pada gilirannya 

menimbulkan gangguan ketertiban lalu lintas. Meskipun demikian, pemerintah 

daerah menunjukkan respons adaptif melalui pendekatan kolaboratif lintas 

instansi dan pemanfaatan sistem Intelligent Transport System (ITS) untuk 

pemantauan real time, yang mencerminkan upaya inovatif dalam mengatasi 

keterbatasan sumber daya yang ada. 

3. Pada variabel karakteristik badan pelaksana, implementasi telah berjalan 

secara optimal dan menjadi satu-satunya variabel yang mencapai tingkat 

keberhasilan penuh. Dinas Perhubungan Kota Medan menunjukkan 

kompetensi aparatur yang memadai, prosedur penindakan yang terstandarisasi, 

serta kapasitas organisasi yang responsif. Mekanisme penegakan seperti 

penilangan langsung, pemeriksaan dokumen KIR, penahanan STNK, dan 

koordinasi antarlembaga dengan kepolisian dinilai efektif dan dirasakan 

positif oleh seluruh kelompok narasumber. Inovasi saluran pelaporan 

masyarakat melalui WhatsApp dan Instagram juga memperkuat pengawasan 

secara partisipatif.  

4. Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, 

koordinasi antarlembaga telah berjalan dengan baik melalui mekanisme rapat 

triwulanan dan komunikasi via WhatsApp, disertai pembagian tugas yang jelas 

sesuai kewenangan masing-masing instansi. Razia bersama antara Dinas 

Perhubungan Kota Medan dan Kepolisian menjadi bukti nyata sinergi 

kelembagaan yang terjalin. Namun, celah utama pada variabel ini terletak 
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pada minimnya koordinasi formal dengan asosiasi atau komunitas pengemudi 

truk, sehingga komunikasi kebijakan masih bersifat sepihak dan belum 

sepenuhnya menjangkau seluruh pemangku kepentingan di lapangan. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa implementasi masih belum optimal karena saluran 

partisipatif dengan komunitas pengusaha angkutan belum dikembangkan 

secara memadai. 

5. Pada variabel disposisi implementor, sikap dan komitmen para pelaku 

kebijakan secara dominan bersifat positif, namun bervariasi di antara 

kelompok pemangku kepentingan. Aparat pemerintah menunjukkan komitmen 

yang kuat, sementara masyarakat mengapresiasi manfaat kebijakan terhadap 

keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Di sisi lain, pengemudi truk 

menunjukkan disposisi yang ambivalen, yakni mengakui manfaat prinsipil 

dari kebijakan ini, namun mengalami resistensi secara emosional akibat 

dampak ekonomi yang dirasakan langsung. Lebih mengkhawatirkan, 

kepatuhan pengemudi lebih bersifat instrumental yang didorong oleh 

ketakutan akan sanksi, bukan berdasarkan kesadaran normatif.  

6. Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, implementasi menghadapi 

ketegangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, masyarakat memberikan 

dukungan sosial yang positif, ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam 

pelaporan pelanggaran. Di sisi lain, pelaku usaha logistik dan pengemudi truk 

menyatakan resistensi ekonomi yang nyata, mengingat pembatasan jam 

operasional berdampak langsung pada penurunan kapasitas distribusi dan 

pendapatan. Tekanan dari pihak-pihak berkepentingan tertentu terhadap 
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petugas lapangan juga mengindikasikan bahwa dukungan politik belum 

sepenuhnya selaras dengan kepentingan penegakan kebijakan, yang pada 

akhirnya melemahkan independensi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. 

5.2.Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

terkait dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2021 tentang pengaturan operasional truk bermuatan berat di Kota Medan. 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan 

menggunakan pendekatan komparatif antara Kota Medan dan daerah lain yang 

telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa, sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu 

keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan operasional kendaraan 

bermuatan berat. 

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan selaku badan pelaksana utama, perlu 

segera dilakukan penguatan sumber daya manusia dengan menambah jumlah 

personel pengawas lapangan agar jangkauan pengawasan dapat merata di 

seluruh titik jalan nasional yang menjadi sasaran kebijakan. Selain itu, 

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus 

mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap truk bermuatan 

berat perlu segera diprioritaskan, guna menjamin konsistensi dan akuntabilitas 

penegakan kebijakan di lapangan. Pelatihan berkala bagi petugas lapangan 
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juga perlu diprogram secara terstruktur agar kapasitas dan kompetensi aparatur 

terus meningkat seiring dinamika permasalahan yang dihadapi. 

3. Dinas Perhubungan Kota Medan perlu mengembangkan strategi komunikasi 

kebijakan yang lebih inklusif dan masif, tidak hanya menyasar pelaku usaha 

melalui jalur formal, tetapi juga menjangkau masyarakat umum secara 

langsung. Sosialisasi hendaknya melibatkan asosiasi atau komunitas 

pengemudi truk sebagai mitra strategis agar informasi mengenai aturan jam 

operasional dapat terserap secara merata oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Kampanye edukasi berbasis media digital maupun tatap muka perlu diperkuat 

agar kesadaran hukum warga terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 tidak 

hanya bersifat umum, melainkan memahami dasar hukum dan urgensinya 

secara substansial. 

4. Pemerintah Kota Medan perlu memprioritaskan pengadaan fasilitas truck rest 

area atau kantong parkir sementara di titik-titik strategis yang berdekatan 

dengan jalan nasional. Keberadaan fasilitas ini akan mencegah pengemudi 

memanfaatkan area informal seperti badan jalan dan kawasan permukiman 

sebagai tempat menunggu jam operasional, yang selama ini justru 

menimbulkan kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas. 
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